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Areal Penggunaan Lain (APL) yang sudah dikuasai masyarakat Riau dan sudah
mendapat sertifikat, namun bisa dibatalkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) melalui SK 903/MENLHK.

"Cukup menggelitik penjelasan dari Kakanwil BPN Provinsi Riau ini. Di mana ada
APL yang sudah dikuasai masyarakat dan sudah tersertifikasi atau mendapat
sertifikat, tapi bisa dibatalkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melalui SK 903/MENLHK,” ungkap Junimart saat memimpin tim Kunjungan Kerja
Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau di Pekanbaru
Minggu (11/4/2021).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan, saat ini masyarakat Riau merasa
haknya terenggut dan dirugikan dan mereka menuntut Pemerintah Provinsi Riau.
“Ini tentu harus kita cermati dan kritisi di Komisi II DPR RI," imbuh Junimart.

Junimart menyampaikan, dari penjelasan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Riau,
kawasan hutan lindung di Riau ini menjadi lebih dari 5 juta hektar. Ia merasa,
masih ada infomrasi yang belum terbuka terkait jumlah APL di provinsi Riau yang
dibatalkan dengan SK 903/MENLHK, sehingga sekarang menjadi 5 juta hektar
lebih.

"Ini akan kami dalami dalam pertemuan berikutnya dengan pemerintah Provinsi
Riau. Bahkan kami juga akan mendiskusikan hal ini dengan Menteri ATR/BPN
dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, apakah bisa APL yang sudah mendapat
sertifikat, bisa dibatalkan semena-mena oleh Menteri LHK lewat SK 903 tadi,"
tukas Junimart. (ayu/es)


